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PUTUSAN
Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA.Gsg
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara
perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :
Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Petani, tempat tinggal di RT.002 RW. 004 Kampung
Bandar Putih Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten
Lampung Tengah, sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Petani, dahulu bertempat tinggal di Kampung Sukajaya
Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengabh,
sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di
Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal telah mengajukan
gugatan cerai, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih
dengan Nomor 1054/Pdt.G/2015/PA.Gsg tanggal tanggal 11 November 2015,
dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 02 Agustus 2003, Penggugat dan Tergugat
telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten
Lampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tanggal 01
Januari 2004;
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2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas
dasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus perawan

sedangkan Tergugat berstatus jejaka ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama
di rumah orang tua Penggugat di RT.002 RW. 004 Kampung Bandar Putih
Tua Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah kurang lebih
selama 4 hari, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua
Tergugat di Kampung Sukajaya Kecamatan Anak Ratu Aji Kabupaten
Lampung Tengah kurang lebih selama 1 tahun dan terakhir bertempat
tinggal di rumah milik bersama di Kampung Suka Jaya Kecamatan Anak

Ratu Aji Kabupaten Lampung Tengah sampai dengan berpisah ;

4, Bahwa selama perkawinan telah melakukan hubungan
sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak;

5. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis namun sejak Mei 2005 sudah tidak harmonis sering
berselisih dan bertengkar, disebabkan oleh;

a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat
karena Tergugat bekerja hanya untuk dirinya sendiri tanpa
memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama sehingga tidak
dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama dan untuk
memenuhi kebutuhan sehari-hari terpaksa Penggugat bekerja sendiri
dengan bertani ;

b. Tergugat bersifat acuh dan keras kepala, tidak memperdulikan setiap
nasihat dan perkataan Penggugat ;

c. Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan tanpa alasan
yang jelas dan pulang hingga larut malam bahkan sampai berhari-hari
dan apabila ditanya darimana saja Tergugat pergi selama itu, Tergugat

hanya mengacuhkan Penggugat;

6. Bahwa pada awal bulan Oktober 2005 saat Penggugat pulang
bekerja seperti biasa dari ladang, Tergugat sudah tidak berada di rumah
tanpa berpamitan dan tanpa meninggalkan pesan apapun kepada
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Penggugat. Setelah kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah
pulang dan tidak pernah menghubungi Penggugat dan Penggugat pun
mencoba menghubungi Tergugat, namun tidak berhasil sehingga
keberadaan Tergugat tidak diketahui hingga sekarang, satu minggu

kemudian Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

7. Bahwa, selama Tergugat pergi, Penggugat mencoba tetap
menunggu dan berusaha mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil, sehingga keberadaan Tergugat tetap tidak diketahui hingga
sekarang baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik

Indonesia ;

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya
perdamaian oleh orang tua Penggugat bahkan setelah Tergugat pergi,
Penggugat telah dinasihati oleh orang tua Penggugat agar tetap bersabar
menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

9. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat
sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga
bersama dan oleh karenanya Penggugat memilih untuk bercerai;

10. Bahwa Penggugat sudah beberapa kali berusaha mencari dan
menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga, saudara dan teman-
teman Tergugat, namun tidak berhasil dan hingga kini keberadaan

Tergugat tetap tidak diketahui;

11. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan
oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua
Pengadilan Agama Gunung Sugih cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa

dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut;
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Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider :
Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata
bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah
datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,
selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan
Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk  menguatkan  dalil-dalii  gugatan Penggugat telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:
A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang aslinya dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah,
telah dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya,
bukti P-1;

2.  Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti P-
2;
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B. Saksi:
1.
Saksi |, identitas lengkap sebagaimana terrsebut dalam berita acara

sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah bersama;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak 10 (sepuluh) tahun lalu. Tergugat yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan keberadaannya tidak
diketahui lagi sampai sekarang;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah atau
meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pengganti
nafkah;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga pernah mencari Tergugat
namun tidak berhasil, karena alamat Tergugat tidak diketahui;
2.
Saksi Il, identitas lengkap sebagaimana terrsebut dalam berita acara

sidang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada
pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang
tua Penggugat;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis,
namun sejak 10 (sepuluh) tahun lalu . Tergugat yang pergi
meninggalkan tempat kediaman bersama dan keberadaannya tidak
diketahui lagi sampai sekarang;

- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali lagi;
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- Bahwa Tergugat juga tidak pernah mengirim nafkah atau
meninggalkan sesuatu yang dapat digunakan sebagai pengganti
nafkah;

- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga pernah mencari Tergugat
namun tidak berhasil, karena alamat Tergugat tidak diketahui;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap
Tergugat dengan dalil pokok bahwa sejak tahun 2005 Tergugat meninggalkan
Penggugat sampai sekarang dan sejak itu, Tergugat tidak pernah kembali
dantidak pernah memberi kabar serta tidak diketahui tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan Tergugat tidak
diketahui tempat tinggalnya dan telah melampirkan surat keterangan dari
kepala desa tempat tinggal terakhir Tergugat dan atas dasar tersebut,
Pengadilan telah memanggil Tergugat melalui mass media sebagaimana
ditentukan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, panggilan
mana telah resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di
persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya
yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata bahwa
tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, karenanya
Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat telah
melepaskan haknya dan dalil gugatan Penggugat harus dianggap benar,
namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka ketidakhadiran
Tergugat tersebut tidak dengan sendirinya menjadi alasan mengabulkan
gugatan Penggugat karena Majelis Hakim harus memeriksa beralasan tidaknya
gugatan tersebut sebagaimana ditentukan pasal 27 ayat 4 Peraturan
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Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, karenanya Penggugat tetap harus
membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat
telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Penggugat berupa
fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah
dinazegelen dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, karenanya
Majelis Hakim memandang bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan
materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah ternyata Penggugat saat
ini berkediaman di Kabupaten Lampung Tengah yang merupakan wilayah
yurisdiksi Pengadilan Agama Gunung Sugih, karenanya berdasarkan ketentuan
pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah
dengan Undang-undang Nomor 10 (sepuluh) tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat telah tepat
ditujukan ke Pengadilan Agama Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah ternyata Pengggugat dan
Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat, telah
cukup umur dan memberikan keterangan di persidangan, saksi mana
memberikan keterangan satu-persatu dan di bawah sumpahnya dan
merupakan pihak yang harus di dengar keterangannya, karenanya materi
kesaksian kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak 10
(sepuluh) tahun yang lalu, Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang
dan tidak datang kembali dan tidak pernah menafkahi Penggugat, bahkan ia
tidak lagi diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi menerangkan berdasarkan pengetahuan
saksi sendiri, pengetahuan mana jelas sumbernya, karenanya keterangan
saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil saksi dan dalil-dalil Penggugat
yang telah dikuatkan keterangan saksi tersebut telah terbukti dan menjadi fakta;
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Menimbang, bahwa telah terbukti, Tergugat meninggalkan Penggugat
selama 10 (sepuluh) tahun dan sejak kepergiannya tersebut, Tergugat tidak
pernah kembali, hal mana menunjukkan kepergian Tergugat tersebut terjadi
secara berturut-turut;

Menimbang, bahwa Penggugat akhirnya mengajukan gugatan cerai
dengan alasan telah ditinggalkan Tergugat tersebut, alasan cerai sesuai
dengan ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975
jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya harus memenuhi
ketentuan pasal 21 Peraturan Pemerintah tersebut jo. Pasal 133 Kompilasi
Hukum Islam dan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap
Tergugat kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat setelah Tergugat
pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun berturut-turut, karenanya telah
terpenuhi ketentuan pasal 21 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti Tergugat telah pergi meninggalkan
Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun dan sejak itu Tergugat tidak pernah
kembali lagi kepada Penggugat, hal mana menunjukkan sikap Tergugat yang
tidak mau kembali ke tempat kediaman bersamanya dengan Penggugat,
karenanya gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 21 ayat 3
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 133 ayat 2 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan bahwa Tergugat pergi dengan
pamit bekerja, namun kemudian tidak memberi kabar, hal mana menunjukkan
bahwa semula kepergian Tergugat seijin Penggugat, namun Penggugat hanya
mengijinkan Tergugat bekerja, sedangkan Tergugat tidak ternyata bekerja,
karenanya telah ternyata kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat tidak
didasari alasan yang sah;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang makruh, namun
dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang jika
dipertahankan justru hanya menimbulkan madharat lebih besar terutama bagi
Penggugat dan hanya menjadi belenggu baginya, maka Majelis Hakim
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berpendapat bahwa perceraian dalam hal ini menjadi mubah dan merupakan
jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, telah terbukti Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari
10 (sepuluh) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah sebagaimana
ditentukan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.
Pasal 116 huruf b  Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana telah
dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan
pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 133 Kompilasi
Hukum Islam;

Menimbang, bahwa telah terbukti gugatan Penggugat telah beralsan dan
Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah rumah selama bertahun tahun
tanpa pernah rukun lagi telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat tidak
dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, karenanya
gugatan Penggugat juga telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka
gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum,
karenanya Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan
tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk
menghadap  sebagai  wakillkuasanya, = meskipun  Pengadilan telah
memanggilnya secara sah dan patut, maka sesuai Pasal 149 ayat 1 R.Bg. jo.
Pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, gugatan
Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa pasal 119 ayat 2 huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
menentukan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah
talak bain sughra, hal mana sesuai dengan pendapat Imam al-Dasuky dalam
Hasyiyah al-Dasuky ‘ala Syarhi al Kabir Juz 11 sebagaimana dikutip dalam Kitab
Ushul al Murafa’at halaman 265 yang selanjutnya diambil alih menjadi
pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:

Ll oS olalis [oSlazssl $Mb JSq
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Artinya: “Setiap talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka Majelis Hakim sepakat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra
Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7
Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10 (sepuluh)
tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun
2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk
menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat tingal Penggugat
dan Tergugat dan tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan
Tergugat, agar mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat tersebut dalam
daftar yang sudah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor
7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 10
(sepuluh) tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50
Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan
yang berlaku dan ketentuan hukum syara’yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1.

Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2.

Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3.

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Zulkifli Bin Basirudin)
terhadap Penggugat (Supatmi Binti Gimun);

4.

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gunung Sugih untuk

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
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Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Terbanggi

Besar, Kabupaten Lampung Tengah dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Urusan Agama Kecamatan Terusan NyunyaiKabupaten Lampung Tengah,

untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5.

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari Rabu tanggal 27 Januari
2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh
kami, Yopie Azbandi Aziz, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Abdurrahman Rahim,
S.H.l, M.H. dan Aziz Mahmud Idris, S.H.l, masing-masing sebagai Hakim
Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang
sama dibantu oleh Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Yopie Azbandi Aziz, S.Ag.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Abdurrahman Rahim, S.H.I., M.H. Aziz Mahmud Idris, S.H.I
Panitera Pengganti

Hj. Tun Mukminah, S.H., M.H.
Perincian biaya :

1. Pendaftaran Rp30.000,00
2. Proses Rp50.000,00
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3. Panggilan Rp375.000,00
4 Redaksi Rp5.000,00
5. Meterai Rp6.000,00

Jumlah Rp466.000,00
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